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PEMBERDAYAAN KONSUMbN DAL.AM MENGFADAPI
TANTANGAN PERSAINGAN GLOBAL

Oleh:
Indrati  Rioi

'  l i

Akt\itas perekonomian nasional terkait dengan kebilaksanaan politib.
pemerinrah, salah salunya .mengatur tentang perlindungan hak-hak konsumen.
Model perlindungan hukum bagi konsumen terganlung dari sistem dari "fasilitashukum yang dianut oleh negora. Penyelesaian pelanggaran hak *onsumen dapal
dilakukan melalui jalur hukum dan jalur non hukum. Disisi lain,. dalam.
meighadapi tantangai persiiingan global, pemberdayaan konsumen merupakan
salah iatu iara yang efektif. Peinberdayaan konsumen dap(tt dilakukan melalui
h'acona hukuin dan non huhii.

Pendrhulurn
Dampak serangan Adierika

Setikat ke Afganislan sebagai
momentum atas tragedi World . Trade
Ceint€r l l  September '2001, ' telah
rirertggoncangkan p€rekonomian dunia,
termasuk Indonesia: Isu pernboikotan
tcfhadap produk-produk Arnerika
Serikat di dalam n€geri, dibahas
dengan sejumlah pembatalan ekspor
produk lndonesia ke negata adi daya
'tars€but. Padahal Amerika Serikat
desase ini merupakan tujuen ekspor
tefbesar kedua setelah Jepang. Disaat
ini, kondisi perekonomian negara adi
kuasa itu mernbdrult, diantaranya
'disebabkan besarnya dana untuk
melawan rezim Taliban, berakibat
berkureng kemamiruan impoi-nyrir,
sehingga hampir semua mitia
dagangnya di'dqnia terlccna. imbasnla.

Fenomena.,. black, Septbinbbi
tersebut paling, .tidak ,.rnerrractf 'biili

p€merinteh maupun pelakau . _usrha
unluk mencaii solusi dan peluang
dalam meraih pangsa pesar. global.
Kcberdavaan pelaku korisfmbni
produsen, mempengaruhi keberdayaan
kotrsumen, sebab Indonesia merupakan
bagian global society, tidaklah
mtrngkin hidup dalam kesendir ian. Hal
ini mengharuskan kita 'untuk
bdtinteraksi dsn berkomunikasi dengan
masyarakat dunia agar tetap'hidup. dan
mempertahankan kehidupanny4. (Paspl
28a UUD 1945)

Ada beberapa fenomena dalam
negeri yang tidak kalah menariknya
dengen ambruknya;.WTC, misalnya di
.Jawa Timur dit'emukid'obat dan jemu
tiadisional ilegal, yang rdrnyata di
produksi oleh Usiha Kecil 4an.
Menengah.(UKM ), sehingga.Gabungarr.,
Pengusaha Jartu - Jrifita' Timur minta
agar peinerintah/BPOM'meni1."-{.L!*.
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tegas produsennya. Dampatnya selain
merusak pasar jamu baik di dalam
maupln di luar negeri.

Bumbu masak r,.' Ajinomoto
beberapa sgat,. ' , lyang' lalu s€ti lpi t
merebahkan bahkaif membinguhgkan
konsumen. ' Peiii0iti3 Wilayah
Nahdlatril Uliirdt Jawa Tirhur
menyatakan haram, . demikian juga
MUI, Departemeh Keschatan (Ditje n
POM) dab LPPOM MUI dan Dirjcn
POM- De pkcs momerintahkan agar
produk terirebut ditarik dari peredaran
karena menlan dung bactosoytone yang
berasal dari lemak babi. Ironisnya,
mantan 'Fresiden KH. Abdurrehman
Wahid dan Badan ,Pcnglajian dan
Pcngembaqgan Teknologi
rn€nystrkanhya ' hilal untuk
dikonsumsi. ' Dampahnye tidak saja
konsumbn namun: juga pelaku usth'a
yanE " tergolong fians national
eorporhi i i in ' franschising maaih
dibrituhkan di lndonesia.

Berita monggembirokan bagi
kbfrilnhGil* LPi se - Jafiitab€f Etaltli'
hampir satu tahun memperjuangkan
haknya melalui gugalan class action
melawan Tergugat ,I, Pertamina dan
Terguget IL Dewan Komosaris
Pemerintah untrk Pertaminr,, dengan
pokok, perkara koasumen merqsa
dirugikan akibat kenaikan: harga jual
gas Elpiji.sebe sar 40o/o secara tiba-tiba.
Pada tanggal 9 Oktober 2001

. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
momutuskan , mengabulkan gugstan

para Pengguglt utrtuk sebagian dan
'nienghukum Tergugat I dan II untcft
membayar ganti kerugian. Gejala sadar

*,,huktlm konsumEn inilah, sebagai'.tandd
. tumbuh kembangnya p'erilaku

konsumen untuk meniperjuangkan hak-
haknya, di sisi lain pelaku usaha
mclaksanakan kewaj ibannya.

Sebenarnya masih banyak
fenomema menonjol lainnya
diantaranya pengelolaan perparkiran

. L.ota, penanggulangan sampah,
dibekukannya sejomlah bank, tabrakan
maut kereta api, beredarnya'oli,palsu,
pcmbajakan tasot/VcD,. don
pcncetndran anthrax, transaksi E-

. Commerce dan kasus lainnya yang
mungkin disebutkan, baik. konsurnen
lokal maupun global hendaknya
berhati-hati (eaveat emptor, let the
buyer beware) demikian juga pelahu
usahc"/produsen (cove at ye nd i t or), tgar
depat bersaing sehat dan dicintai
korsumenrryi, Untuk itu perlu di,bahas

. isu tentang. rnengap. drn bagOrmana
kdircuiffel' dib€*lltyiff.ft "r"-'dalam
mengh|dapi persaingsn bisnis global.

Aktivitas perekonomian nasional
terkait erat dengan kebijaksanaan
politik pemerintah sebagaimona
'ditentukan bahwa pengcmbangrn
sist€m ckonomi kcrakyatan yang
bertumpu pada mckanismc pasar yang
berkeadilan dengan prinsip pcrsaingan
sehat dan memperhttikanipertunbuhan
ekonomi, nilai-nilai keadilan,
kepentingan sosial, kualitas hidup,

Pcnbcrdeycon Konttnen dalca Mcnghodopi
f n t a a ga n Pert ai n gan Globel
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pembangunan berwawasrn lingkungan
dan berkelanjutan, sehinggs terjamin
kesempatan hak.hak konsumen, serta
perlakuan yang adil bagi seluruh
rakyrt. (Tap MPR. No. MMPFJI999)

Perdagangan bebas merupakan
bagiari utama dari perekonomian global
dapat membawa dampak bagi masing-
masing negara dalam up6ya
meningkatkan economic grov th.

Dampak sirkulasi barang dan
jasa lintas negard"ter$yata mendorong
tumbuhnya kapitalitnie baiu dalam
struktur perekonomian internasional.
Di $amping itu, timbulnya businness
crime atau corporale crima yang
dilakukan oleh -para kompetitor;,,yeng .
bcrwujud bisnis illegal dalam bidang-
bidang antara lain narkotika,
pendidikan;. asuransi, perbankerg
perhubungan dan sebagainya

i Konotasi perlindungan
konsunen,hendaknya diartikan scorra
makto' j termasuk pula pelaku usaha,
kedrianya sebagai pelhku ekonorni
nasional maupun global, hcndaknya
kristis, sadar dan tanggap serta
responsif terbbdap peraturan-pcraturan
hukum, seperti GATT (General
Agreement on Tariff and Trade)
sekarang menjadi WTO.

Penbcrdryraa Konrumen ddan
Itlendorong Trnbuhnyr lklin Urele
yug Sctrt

. Pemberdayaan konsumen atas
barang dan.jasa yang dikonsunsinya

dapat diupayakan, dengan terlebih
dahulu dipahami subyek dan obyck
transaksinya. Di Amerika Serikat
berdasarkan ketcntuan Komisi
Pcrdagangan Fedcral yang hampir
setara dengan doktrin dan
yurisprudensi Perancis, poda dasarnya
"konsumen adalah individu yang
mcmpcroleh dan menggunakan barang
dan jasa untuk kcbutuhan pribadi ateu
keluerganya".. Demikiari pula di
Republik Rakyat Cina, bahwa

"kensuFsn adalah "units and
indiv iduals w ho "tbtsia,. .b!. poying the
valae consumers goods (here after as
commod it ies) ond commercial services
for the needs of living" .

Berdasarkan BW Baru di
Belanda, "Konsumen adalah orang
alamiah yang mengddakbn perjanjian
tidak mcnja{ankan profesi at&u
pdrusshaan']" Di Australia ternyala
batasannya lebih makro, bahwa
"konsumen adalah sesdofatg yang
mempcroleh barang .atau jasa ,tertcntu
dengin syarat harganya tidak melampui
40.0O0 dollar".' Kemudisn di Spauyol
*konsumen tidak seja pcrorangsn,
tctspi jugr perusahaan; baik penbcli
ateu pengguna produk beiupa bareng
dm jasa dalam scope public or private
eflity, aclion .alone or collectiveley?.
(Komparisi atas Federal Trade
Commission .4et 1975 and Trade
Practices 1974)

Di Indonesia tcmyata makda
konsumen setara deng*n batasan-

Pcnberdqtton Koastnen delaa Dlcnghadapi
Tortorttn Pcrcoingtn Globtl
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batasan di negara lain, "setiap pcurkai
dan atau pengguna barang dan atau
jasa, baik untuk kepentingan .s€ndiri
maupun untuk kepentingan orang lain".

- (Ada Kesamaa[ 'Makn& Konsumen,
Versi UU No' 5/1999 tentang Larang
Praktek Monopoli., dan Persi{pngan
Tidak Sehat denlan UU No..;-8l.1999

.tentEng. Perlindungan Konsumen)
Konsumen, baik yang berskala nasiorial
m.Aypun global adalah bagian dari
sistem perekonomia4 yang. langsung
atau tidak lpngsung bersentuhan
depgan barang dan,jasa, dalam.lingkup
ekspor maupun impor.

Menjelang AFTA (Asean Free
Trade Area) 2003 dan APEC (lsia
Pasifif Economic Commttnity) tahun
2010 bagi negara,maju dan tahun 2020
[agi . negara berkcrrbang, maka_. para
pclaku usaha akan bcrlomba moraih
pangsa pasar, bak dalam lingkup
dpmestik,.regional, maupun global.

Sertifikat halal ternyata. oleh
para produsen makanan dan minnman
bplum,ditanggapi sccara. mahsimal,
"baru 10% dari 1.600 yang beflabel
halal dari l4 kelompok produk.berskala
besar, menengah m&upun kecil".
(LPPOM.MUI dan, CAPMII Jatim,
200O) Koadisi ini berbcda dengan
sejumlah negara, sepcrti Arnerika
Serikat, Belanda, ataupun Australia
yang sang.t memperhatikan keamanan
produk yang dijual, sehingga baik
produsen ma[pun koegumen sama-
sama,menyldari: hak dan kewajibannya

, apbila timbul kerugian strs produk
,t€rs€but..
" . Di,bidang pclayanan kesehatan
dapat diprediksikan bahwa prospck ke
d€pan, yaitu membajirnya teuaga
mcdik asing ke rumah sckit pemerintah
maupun swasta tak akan, dapat
terbendung lagi. "saat ini negara yang
paling siap masuk Indonesia adalah
Philipina; mcreka sudah
mcrqfoniapkan kurikulum kedokteran
kbustrs untuk masuk lndonesia dengan
:memberi. kuliah Bahasa Indoaesia
selamsr tiga semester"-' (Surya, 200 I )
Untuk itu pasien scbagai konsumen
kcsehatan hendaknya memperhatikan
promosi, mutu pelayanan , , atau
manajemen kesehatan yang
bersangkutan, sehingga pelaku usaha
terdorong untuk memenuhinya scbaik
mungkin.

. Pada sektor perbankan, baru-
b'aru ini sejumlah bonk asing ternyata
niampu . memanfsatkin, peluang; ,srat
bank nasional culit mengucuttrn
krcditnya, diantaranya ABN,'Amro,
Citibank, dan Standard. Chartered.
Mereke menawarkan kredit melalui
prosedur yang gampang dengan nilai
krcdit yang cukup tinggi, tanpa agunan.
Sebaliknya konsumen harus jeli
memutuskan pengambilan kreditnya,
sebab informasi tentang fluktuasi suku

,.bunge kerapkali dilupakan, disarnpirrg
kewaj iban-kewaj iban lain yatrg tetah
dibakutan. Berkcmaan dengan
pcrnalsuan ,merek, sebagai hak etas

Partqd.rcoB for.suncn dalaa llcnghodapi
Tanloagon Pcrseinges Global
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kekayaan intelektual (Intellectual
P roperty Righrs), ketentuan globslnya
tunduk pada TRIPs (Trade Related
I ntel lectual Properties), bahwa "negara
anggota wajib melindungi merek
dagang untuk perlindungan konsumen
terhadap pemalsuan barang". Di
samping itu, GATT menentukan
"keharusan mencantumkan indikator
negara asal barang". Ketentuan ini
ternyata tidak membendung maraknya
pembajakan atau penjiplakan merek
dagang, sebagaimana dilaporkan bahwa
"lndonesia adalah negara penjiplak
terbesar kedua di Asia, setelah Cina di
bidang HaKl", sehingga oleh AS,
Indonesia dimasukkan dalam priority
watch tist, sejajar dengan Cina, Israel,
Brunei, Afrika Selatan, . Korea,
Bulgarian dan Meksiko. (Dirjen
Hukum dan Perundang-undangan RI,
2000)

Di sektor properti, konsumen
kerapkali dirugikan developer yang
ingkar janji (wanprestasi). Alasan yang
utamanya. berupa macetnya kucUran
kredit dari bank. semisal KPR-BTN"
Bisnis ini dapat dilakukan oleh
developer asing kepada konsumen
lndonesia, ataupun sebaliknya. Bank
memiliki bankable criteria atas
kemampuan konsumen perumahan dan
developernya. Namun, konsumen
belum tentu mengetahui tingkat
kesehatan bank atau bonafiditas bank
yang b€rsangkutan.

Rekomendasi Hulum etar Trsnsakii
antlra Pelaku Usrha dengen
Konsu men

Hubungan antara pelaku usaha
dengan konsumen didasarkan adanyg
rasa ketergantungan untuk saling
memenuhr kepentingannya masing-
masing, se.jak proses produksi,
distribusi, sampai pemasaran dan
penawaran. Dalam arena perdagangan
lintas negara tanpa batas, arus
peredaran barang dan jasa akan terus
masuk ke setiap negara dengan bebas,
bahkan setiap tindakan proteksi akan
dianggap menentang ll'orld Trade
Organr:al ion.

Model perlindungan hukum bagi
konsumen, sebenarnya tergantung dari
sistem dan fasilitas hukum yang dianut
oleh negara yang bersangkutan,
disamping produk hukum rnternasional
yang mempunyai daya berlaku global.
Oleh karena itu, model perlindungan
hukum bagi konsumen nasional dan
global adalah mix model, yaitu
campuran hukum bermuatan lintas
sektorial, yang parsial berpadu dengan
lingkup int€rnasionsl yang
komprehensil, baik berskala privat
maupun publik.

Berdasarkan The )nternational
Bo-operative AIIiance di London tahun
1969 menyuarakan deklarasi
Internasional tentang hak-hak
konsumen untuk : (Making it Work for
Consumers. I  996)

P. rnbctdtyaan Kons.ncn dalotn Lfcnghadapi
Tantongon Persaingan Globol
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l. A reqsonable stafldard of
. . nutrition clothing, and housing

2. Adequate standards of savety
and, healthy enviranment free
fron pollation. -

3. Acce* to relevant information on
.goods. and seryices and to
education on consumer's topic,

1. Influence in. economic life and
democratic participarion in its

. ,  ,  i . ' r  cOntrol .
- Transaksi &tau hubungan yang

terjadi antara pelaku usaha dengan
konsumen,. pada dasarnya dapat
digolongkan dalanr 3 etape:

l. Etape pra-transaksi
2. Etage transaksi
3. Etapc.pasoa-transaksi

Pada etape pra-transaksi,
umumrya diawali dengan .tindakan
pelaku. usaha menawlrkan produknya
pada masyaraket, dialtaranyr nelalui
iklan. Berbagai iklan- yarg
nenggiurkan, antara hin : "Boli satu
dapat duat, kualitas Eropa harga
rupiah, cuci gudlng", dan scbagainya.
Dalarrr hal asas persaingan yang sehat
(t he fair competation.pr inciple) hartdls
dijunjung tinggi, disamping kejujuran,
tidak boleh menyinggung. pcrasasr,
martabat, agamo, kcsusilaan, las-suku,
golongan dan ketertiban umud.
Produk-produk- .ycng bcrlabel SNI
(Stander Nasional Indonesia) atau ISO

. \International Staadard Organizatioi)
mcrupakan jaminan bahwa produk
tersebut teruj i stsndarnya.

' Pada estspe . transeksi, dua
pelplq g[onomi yaitu pelaku us.ha den
konsumen, lazimnya saling berhadapan
longsung. Di sini para pihak saing
berjanji atau s€pakat untuk
nemberikan. piestssinyd dcngan
'mengindahkan , asas kebcbasan
bcrkontrak Qfreedom of contract
principle). Tujuan pcrjonjian tcrsebut
dapat berupa "rnenyerahkan s€suatu,
bcrbuat sesuatu atsu tidak berbuat
sesuatu.". (Setiap perjanjian tentu ada
tujuannya, perjenjian tanpa tujurn
adalah batal demi hukum. t(itab
.Undang-Undang Hukum pcrdata)

Secara teoritik, pclaku usaha
'baik berbadan hukum maupun bukan,
dan konsumen, kedudukan hukumnva
adalah sams dan seimbang lequality
before the law\- Drlam frangd$i
konrumsi glcfrltl (global,iaisaction
consumer) saat ini, sangatlah praltis
dan hemat biaya di buat dtlam bentuk
baku (standardized corrnact,
standardvefirag). Dalam Al eur'an
dinyatakan, I'lamtu annalaaha
syadiidil lqaabi wa annallaha
ghafurrttr rahiim. (Al Maa-idah ayat
9t) Dalam hal ini semua bentuk
hr$ungan hulrum drlam. . ikrtan
kcperdataen berlgaskan adil dan
scimbang dalam hak dan kewajiban,
lmtr'rg dan rugi. Fenomena
kCtidakberdeyaan konsumen untuk
memilih produk dcngrln' bcbss; (rre
right to choose) atas,;benda publft; di

Pcrllctd4lrt**o*stncn ilolan'*cngfZdopi' lj4
f.nrtrtau Pcrtoingau Global

lndia,t'Rinl
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sini monopolistik BUMN/D telah
terjadi.
'' ' -. Kekecewaan konsumen,
lazimnya setelah ada gangguan atas
produk yang dikonsumir, salah satunya
adalah cacat ''iiroduk, .lbaik, cacat
konstruksi (construct ton defect), cacat
,desain (design defect), dan cacat label
(labeltng defect).

Berdasarkan petunju.k MEE
, (Masyarakat Ekonomi Eropa) tanggung
jawab product yang cacat menj&di
beban produsen. "The producer shall
be liable for damage' cizuse by fe.cet in
his producr". (The European

.Communities Directive No. IEEC,
Article l) Sebagai contohnya, di AS
tahun 1969 sejumlah 4,9 juta
kendaraan bermotor ditarik dari
peredaran karena cacat produk,
demikian juga di Indonesia 2 Januari
2001 atas produk Ajinomoto.

Dengan demikian hukum
merekomendasi pra transaksi,. transaksi
dan pasca transaksi konsumen dan
pelaku usaha, yaitu dalam pengaturan
hukum sejak proses penawaran,
terjadinya perjanjian sampai
bqrfungsinya produk, baik hukum yang
berdimensi sektoral maupun global,
bersifat privat maupun publik.

Penyelesaian Pelenggaren Erk eteu
Sengketa Konlumen

Secara normal siapapun juga
termasuk konsumen, tidak ingin
haknya dilanggar ataupun bersengketa

denga_n--.pelsku usaha, namun jika hal
ini terjadi, hendaknya dicari alternatif
solusi yang terbaik. Penyetesaian ini
pada, dasarnya melalui dua.jalur, yaitu
jalur hukum dan jalur non hukum.

' Tanggung jawab pelaku usaha
dapat . .dituntut berdasarkan prinsip-
prinsip tanggung jawab yang dianut
masing,mlsht'negara. Prinsip product
tiabitity sebagaimana dianut di AS dan
Inggris menentukan bahwa produsen
bcrtanggung jawab ataC produk yang
dihasi lkan' 'atau diedarkan, tenpa
melihat adanya unsur kesalahan.
(Convention on The Appliiable to
Products Liability, Den Haag, 1972)
Penerapannya berlandaskan pada (a)
negliganve, unsur kelalaian; strict
liability, unsur tanggung jawab mutlak;
breach ol warranty, unsur melanggar
jaminan.

Prinsip lain yang penting adalah
presumption ol liabilty principle,
praduga untuk selalu bertanggung
jawab sampai ia dapat membuktikan
tidak bersalah. Hal ini setara dengan
UU Perlindungan Konsumen yang
menentukan bahwa "Pelaku usaha
dibebaskan dari tanggung jawebnya,
jika dapat membuktikan kesalahan
konsumennya". Unsur ini senada
dengan asas pembuktian terbalik yang
membebankan pelaku usaha bahwa ia
tidak bersalah, bukan konsumen yang
menggugatnya. Asas ini bersesuaian
dengan tidak ada ganti rugi, jika tidak
ada kesalahan.

Peaficrdaytan Konscaen dqlam Menghadapi
fanta n go n Pcrs aia gan Global
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Selain produt bareng, dapat puls
dihasilkan produk peleyanan/jasa
ptofesional, dianteranyb jasa nbtaris,
pcngscara, akuntan, dokter dan
sebagainya. Berdasarkad fenoilena
yang. terjadi, pelaku .usaha sering
melakukan prinsip pengurangan atau
pembatasar ' tanggung jawabnya
(lifliration of liability principle). padt
umumnya klausula,iksonsiasi terspbut
m€ ngluntungkah pelaku usafia, m iiirinya*para penunipang diminta siap di
tcmpat setcngah jam sebclum
berangkat, bilarhana terlambat tdrpaksa
ditinggal dan karcis hangus; arcisyang
dicorat-coret tidak bcrlaku: klaim
apapun tidak bolch melebihi harga
karcis". (Tikct Bus Malam Kramat Jsti,
secara sepihak pelaku usaha
mcncatrtumkan ketentuen tersebirt,. hal
serupa dapat ditemui haurpir disctiap
jasa sejenis)

Penyelesaian pdanggaran hak
kongumen melalui jatur non hukun,
dapat dilakukan sebagai japa ke
luarnya. Jalur ini dapnt"' ilitcmpuh
melalui dua cara. Peftama. melilui
lcnrbaia di luar peirgadilan, yaitu
Badan Penyelesaian Scngketa
Konsumcn. Kedua,. me lalui ja.lur
pangadilan, yaitu Pengadilan
Umum/Negcri.

Badan Penyelcsaian Scngketa
Konsumen dibentuk di Daerah Tinlkat
II (Kabuparen dan tota). (Keppres RI
No. 90 Tahun 2001) Brdan ini todiri
dari unsur-unsur pemerintah, pclaku

usaha dan kosumen. Tugas utamanya
adalah menangani dan menyelesaikan
sengketa konsumen mclalui cara
inediasi, arbitrase, atau konsiliasi.
Gugatan konsumen berdasarkal
wanprcstasi atau perbuatrn mclanggar
hukum (ozrechmatige daad) sesaai
dengan UU Perlindungan Kongumen
dan Peraturan Perundangan yang
terkait.

Penyclesaian sengketa di
Pengadilan Negeri mcDgacu pada
ketentuan tentang peradilon umum
(Hukum Acara Perdata). Fasilitas baru
yang dapat menjadi trend baru di masa
depan adalah class action, gugatsn
perwakilan kelompok. Salah satu kasus
yang menarik adalah *34 orang
konsumcn menggugat pT. Kentanil
Supra Internasional, karena konsumen
dikcccwa{an pengembrtrg tidak
menysdiekCn sarana pemancingan

..,sesuai dengan brosur". (putusan
Mahkamah Agung No. 3l38KtpdVl94,
29 April 1997) Baik Pengadilan Ncgeri
msupun Pen gadilan Tinggi menghukum
konsumen, karena menceniarkan nama
baik pengcmbang, narnun keputusan ini
dibatalkan MA.

Pcnutrp
Berbagai upaya pemberdayaan

konsurnen dapar ditempuh, tidak saja
mclalui wacana hukum, tctapi jugr

lvacana nori hukum, hal ini dapat
dilakukan dengan cara :

PcnbaCayeoa Eortana, dden lfcDthrdrpi
Tantoagon Pcnoiagon Globol
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t. Pcagusahau perlinduoglq
konsu-rlrcn s€cara teoritikal

2. Pcngusehaan pcrlindungao
konsumeri sncara praltil.al ,
Secara teoritital, - drpat

dilrpsyikan. pcmbcrdayeah toruu4ca
terutama menyangkut perilcku hrfkiim
daa pcrilaku konsunen, artrra lcin :

a. Pendidikan : tclompok
konsurncn, diantaranya dcngrn
memagutkan , kurltulum

- pcrlind'ingrn komurncq dal."'-.pendidiken fg1ndl, d.ri, tingk.t
' p3hdiditrn dr'eir, fri:noagrh

.. ssopai p€rluru.r' ,tintbii, &n
pcndidiken non formd rnclrlui

Qcrtagpi kursus, pcnyulubn di
tingkof RT, R\l/,
Kelurahan/Dera, I(cc&natrn.
Kabupatcn, Propilsi, Nl'iolrl,
Rogional dan IaJcrnrgiongl.

. b. $cminar, dirkusi I pancl,
,. l. konsorsium, ,r8tau sCjcnirnya

dcngon melakukro kajian hukum
pcrliadungan konsumcn sccrra
ilmi.L baik y.ag bcrrifet
dogmatik hukum./hukum .positif
nnupun yang bcrsiftt cfipiris.

G. Pe nyebaduasan itrfornssi at&u
bcrita aktual . irtas ttangakgi
aatorr pehku ussh!/ptroduson
dengan kons.'mcn, ysng
mclibatkai kontlol den
p€mbinasn scrta pcngqwssEn
pcnsrintah, briik yeng"bdrstalo
nasionol maupun intcrnasional.
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utrtuk advokasi atsupun' I peradilan, sitara murih/cuma-
cuma ddn cepat, terutdma ol€h
Lembaga Konsumen Swadaya
Masyatakat, Badart Penyelesaian
Sengketa Konsumen, dan Badan
Perlindungan Konsuncn

' Nasional.
Di samping upaya-upaya tersebUt, yang

tidak kalah pentingays bahwa
pepberdayadn konsudibn dapat
dilakukan oloh dua pihak yang
terlibat langsung, yaitu :

a. Konsumeir sendiri, yaitu
memahami hak-hakayu 1"t"Ot

. juga menghoqmati hak-hak
pclaku ,usaha, sehingge dituntut
keberdnianrtya -, menyuarakan
aspirasinya, apabila

bortsnggung jawab dan apebila hat ini
!g{j.at"o dengan harmonis, msks
irospek perdagangan dan
p€rekonomian Indoncsia s€makin
ceiab, masyarakat sejahtera lehir dan
batin. Amin.
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